
 
 
 

 
BUPATI BALANGAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BALANGAN 
NOMOR 47 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 – 2026 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI BALANGAN, 
  
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

 
 b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4)  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2022 dalam hal nomenklatur program, kegiatan, dan 
sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 
belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan 
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 
daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian 
nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada 
RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; 

 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4256); 

  

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 6856); 
 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 6856); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang     Perangkat     Daerah    (Lembaran  Negara  Republik  
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 
tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 nomor 496); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Nomor 2 Tahun 2018); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3); 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Tahun 2021 Nomor 5); 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN RENCANA 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN 
TAHUN 2021 – 2026. 

 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1  
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik 
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga 
pada Pemerintah Daerah  yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai 
prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk 
mencapai sasaran. 

11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 
pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. 

12. Indikator Makro adalah indikator umum yang merupakan 
indikator gabungan dan berbagai kegiatan pembangunan 
ekonomi maupun sosial. 

13. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah 

penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan 
perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah yang 
disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. 

14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan 
pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk 
mencapai sasaran RPJMD. 

15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah 
daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 
daerah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerah
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16. Program Prioritas adalah program yang menjadi fokus daerah 
dalam pencapaian visi misi RPJMD. 

17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat 
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau 
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), basil 
(outcome), dan dampak (impact). 

 

BAB II  
KEDUDUKAN PENYESUAIAN  

RENSTRA PERANGKAT DAERAH 
 

Pasal 2  
(1) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 

merupakan penjabaran dan penyesuaian RPJMD Tahun 2021-
2026. 
 

(2) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk integrasi, 
sinkronisasi, sinergitas, dan penyelarasan dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah terhadap dokumen 
pembangunan nasional. 

 
(3) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. nomenklator program, kegiatan dan sub kegiatan; 
b. indikator dan target kinerja Perangkat Daerah; dan 
c. tujuan dan sasaran program kegiatan, kegiatan dan sub 

kegiatan. 
 

(4) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai : 
a. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja 

Perangkat Daerah; 
b. bahan penyusunan rancangan RKPD; 
c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah 

dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 
kurun waktu tahun 2021 - 2026; dan  

d. acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pembangunan Daerah. 

 

Pasal 3  
(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
 

BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
BAB VIII: PENUTUP 
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(2) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 

Pasal 4  
(1) Untuk melaksanakan penyusunan penyesuaian Renstra 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Perangkat Daerah dapat  membentuk tim penyusun 
penyesuaian Renstra Perangkat Daerah. 

 
(2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati. 
 

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  

Kabupaten Balangan. 
 

 
Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal 25 Juli 2023 
 
BUPATI BALANGAN, 
 
 
       ttd 
 
H. ABDUL HADI 

 
 
Diundangkan di Paringin 
pada tanggal 25 Juli 2023 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BALANGAN, 

 
    ttd 
 
 
H. SUTIKNO 
 
 
 

 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 47 
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